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PUTUSAN

Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Gs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu

pada  tingkat  pertama dalam persidangan  Majelis  Hakim,  telah  menjatuhkan

putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta

(Karyawa  PT.  Graha  Sarana  Gresik),  tempat  kediaman  di

Dusun Semampir, RT 01 RW 02, Desa Semampir, Kecamatan

Cerme, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon,  umur  32  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan  Ibu

Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Semampir, RT 01

RW 02, Desa Semampir, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik

sekarang  berdomisili  di  Desa  Sumengko,  RT  09  RW  03,

Kecamatan  Duduksampeyan,  Kabupaten  Gresik  (rumah

keponakan bernama bapak Supar), sebagai Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka

sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon dalam surat  permohonannya  tanggal  04  Juli  2024

telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Gresik, Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal 04 Juli 2024

dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa  Pemohon   telah  melangsungkan  pernikahan  dengan

Termohon  pada  tanggal 16  Agustus  2020,  yang  dicatat  oleh  Pegawai

Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Gresik,  Kabupaten

Gresik, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor: 0393/118/VIII/2020 tanggal

16 Agustus 2020;
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2. Bahwa  sebelum  menikah  Pemohon  berstatus  Jejaka, sedangkan

Termohon berstatus Janda cerai;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat

tinggal bersama terakhir dirumah orang tua  Pemohon dengan alamat di

Dusun  Semampir,  RT 01  RW  02,  Desa  Semampir,  Kecamatan  Cerme,

Kabupaten Gresik, selama 3 tahun;

4. Bahwa  selama  pernikahannya  tersebut,  Pemohon  dan  Termohon

sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba’da dukhul), dan belum

dikaruniai anak;

5. Bahwa  pada  awalnya  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon

berjalan  harmonis,  namun  sejak bulan  Agustus  2021  rumah  tangga

Pemohon dan Termohon  mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran yang disebabkan karena: 

a. Termohon diketahui mengambil  uang milik Pemohon dan tetangga

serta  memiliki  hutang  berkisar  hingga  Rp.  8.000.000,-  (delapan  juta

rupiah),  untuk  keperluan  pribadi  Termohon  dan  tanpa  sepengetahuan

Pemohon;

b. Termohon seringkali  menjual perhiasan dan kendaraan yang dibeli

oleh Pemohon, tanpa sepengetahuan Pemohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada

bulan  Januari  2024  yang  akibatnya  Termohon  minta  diantar  pulang  ke

rumah keponakan bernama bapak Supar dengan alamat Desa Sumengko,

RT 09  RW  03,  Kecamatan  Duduksampeyan,  Kabupaten  Gresik,  hingga

sekarang berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;

7. Bahwa  selama  berpisah  tersebut, antara  Termoho  dan  Pemohon

sudah tidak pernah saling berkunjung;

8. Bahwa  Pemohon  telah  berupaya  mengatasi  masalah  tersebut

dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara

baik-baik dengan melibatkan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon,

namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa  dengan  sebab-sebab  tersebut  di atas,  maka  Pemohon

merasa  rumah  tangga  antara  Pemohon  dan  Termohon  tidak  bisa
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dipertahankan  dan  tidak  ada  harapan  untuk  hidup  rukun  lagi,  maka

Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa  Pemohon  sanggup  membayar  biaya  perkara  yang  timbul

dalam perkara ini;

Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di atas,  Pemohon  mohon  agar  Ketua

Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini

agar  berkenan  memanggil,  memeriksa  dan  mengadili  serta  menjatuhkan

putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon)  untuk menjatuhkan talak satu

raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama

Gresik;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah  ditentukan,

Pemohon  dan  Termohon  datang  menghadap  ke  persidangan,  dan  Majelis

Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  memerintahkan  kepada  Pemohon  dan

Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan

dari H. MUHSIN, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 24 Juli

2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa selanjutnya telah dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya

tetap dipertahankan oleh Pemohon; 

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan

jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut: 

- Bahwa apa yang didalilkan pemohon dalam permohonannya pada

nomor  1, 2, 3, dan 4 adalah benar;

- Bahwa  apa  yang  didalilkan  Pemohon  pada  nomor  5  adalah

benarambil barang tidak ijin, masalah hutang tidak benar, yang benar hanya
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Rp2.000.000,-  (dua juta rupiah),  dan masalah motor Termohon sudah izin

kepada Pemohon;

- Bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  belum  6  bulan  berpisah

tempat tinggal karena senyatanya baru pisah sejak  bulan Maret 2024 yang

berarti baru pisah 4 bulan;

- Bahwa  Termohon  bersedia  bercerai,  namun  Termohon  meminta

nafkah  iddah  sebesar  Rp6.000.000,00  (enam  juta  rupiah),  juga  nafkah

mut’ah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut,  Pemohon mengajukan

replik lisan yang pada pokoknya  Pemohon membenarkan jawaban Termohon,

Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan suami istri dan pisah

tempat  tinggal  sejak  Maret  2024,  serta  Pemohon  tidak  sanggup  memenuhi

tuntutan Termohon, sedangkan Termohon dalam duplik lisannya tetap kepada

jawabannya;

Bahwa  selanjutnya  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  maka

ditunjuk berita  acara persidangan perkara ini,  yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari putusan ini;  

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon  adalah

sebagaimana tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang

dilaksanakan  berdasar  Hukum  Islam,  maka  berdasarkan  Pasal  49  ayat  (2)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana

telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara

a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama; 

 Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua

belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil; 

 Menimbang,  bahwa Majelis  Hakim telah  memerintahkan  kepada  para

pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016,

namun berdasarkan surat pemberitahuan dari H. MUHSIN, S.H., Mediator pada

Pengadilan Agama Gresik tertanggal 24 Juli 2024, yang menyatakan mediasi

antara para pihak telah gagal; 
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 Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa

rumah  tangganya  sudah  tidak  harmonis  lagi  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  yang  disebabkan Termohon  diketahui  mengambil  uang  milik

Pemohon dan tetangga serta memiliki hutang berkisar hingga Rp. 8.000.000,-

(delapan  juta  rupiah),  untuk  keperluan  pribadi  Termohon  dan  tanpa

sepengetahuan  Pemohon,  dan  Termohon  seringkali  menjual  perhiasan  dan

kendaraan yang dibeli oleh Pemohon, tanpa sepengetahuan Pemohon;

     Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam

jawabannya  pada  pokoknya  telah  mengakui  dan  membenarkan  dalil-dalil

permohonan  Pemohon,  namun  mengenai  lamanya  pisah  tempat  tinggal

dibantah  oleh  Termohon  karena  senyatanya  Pemohon  dengan  Termohon

berpisah tempat tinggal sejak  bulan Maret 2024, sampai sekarang (4 bulan).

dan  atas  bantahan  Termohon  tersebut  Pemohon  menbenarkan  dan

mengakuinya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  39  Undang-Undang  Nomor  1

Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada

cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami

istri  dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil  mendamaikan kedua

belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan

salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang

terus  menerus antara  suami  istri  dan tidak  ada harapan lagi  untuk  kembali

rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan pengakuan

Termohon terbukti  bahwa antara  Pemohon dan Termohon  memang terjadi

perselisihan,  namun  faktanya  antara  Pemohon  dengan  Termohon  baru

berpisah selama 4 bulan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  SEMA  Nomor  3  Tahun  2018  yang

merupakan penyempurnaan Kamar  Agama dalam Surat  Edaran Mahkamah

Agama Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi : “Hakim hendaknya

mempertimbangkan  secara  cukup  dan  seksama  dalam  mengadili  perkara

perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri Lembaga perkawinan yang

bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak
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luas  bagi  struktur  masyarakat  dan  menyangkut  pertanggungjawaban  dunia

akhirat,  oleh karena itu  perceraian hanya dapat  dikabulkan jika  perkawinan

sudah  pecah  (broken  marriage)  dengan  indikator  yang  secara  nyata  telah

terbukti“; 

Menimbang,  bahwa  dalam  SEMA  Nomor  3  Tahun  2023  Tentang

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

2023  sebagai  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Bagi  Pengadilan

menyempurnakan  SEMA Nomor  1  Tahun  2022  bahwa  “Perkara  perceraian

dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan

jika terbukti suami/istri bertengkar terus menerus atau telah berpisah  tempat

tinggal selama minimal 6 bulan“ sehingga berbunyi  sebagai berikut:

“Perkara  perceraian  dengan  alasan  perselisihan  dan  pertengkaran  terus

menerus  dapat  dikabulkan  jika  terbukti  suami/istri  terjadi  perselisihan  dan

pertekaran  terus menerus dan tidak ada harapan  akan hidup rukun lagi dalam

rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat  6

(enam)  bulan  kecuali  ditemukan  fakta  hukum  adanya  Tergugat/Penggugat

melakukakn KDRT“;

        Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

maka  permohonan  Pemohon  tidak  beralasan,  karenanya  dinyatakan  tidak

dapat diterima;

Menimbang,  bahwa sesuai  ketentuan Pasal  89 ayat  1  Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  sebagaimana  telah  diubah

dengan  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  dengan  Undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; 

Mengingat,  segala  pasal-pasal  perundang-undangan  yang  berlaku  dan

hukum syar’i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini

dihitung  sebesar  Rp795.000,00  (tujuh  ratus  sembilan  puluh  lima  ribu

rupiah);
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 Demikian putusan ini  dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Hj. NURUL FAKHRIAH,

S.Ag.  sebagai  Ketua  Majelis,  Dr.  H.  M.  ARUFIN,  S.H.,  M.Hum.  dan

SUDILIHARTI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Majelis  tersebut  dengan  didampingi  oleh  Hakim  Anggota  dan  dibantu  oleh

ANDY WIAJAYA, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon

dan Termohon;

Hakim Anggota,

Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag.

SUDILIHARTI, S.HI.
Panitera Pengganti,

ANDY WIAJAYA, S.H.
Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 100.000,00
Panggilan Rp 625.000,00
PNBP Rp 20.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 795.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7


